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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh desentralisasi fiskal 

pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan akuntabilitas pelaporan keuangan dalam 

memoderasi desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi.Sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder dari kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2007 sampai dengan 

2013.Pengujian hipotesis penelitian menggunakan Moderated Regression Analysis.Hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif 

pada pertumbuhan ekonomi dan akuntabilitas pelaporan keuangan tidak memoderasi 

pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi. 

 

Kata kunci: desentralisasi fiskal, akuntabilitas, pertumbuhan ekonomi 

 

ABSTRACT 
 

This research aims to obtain empirical evidence of the effect of fiscal decentralization on 

economic growth and the ability of financial reporting accountability in moderating fiscal 

decentralization on economic growth. The test of research hypothesis is using Moderated 

Regression Analysis. Data source being used is secondary data from regencies/cities in 

Province of Bali in the year 2007 up to 2013. The result of hypothesis test shows that the 

degree of fiscal decentralization has positive impact on economic growth and financial 

reporting accountability does not moderate the effect of fiscal decentralization on economic 

growth. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan suatu bagian integral 

dari pembangunan nasional.Tujuan dilakukannya pembangunan daerah adalah 

untuk penyebarluasan serta pemerataan pembangunan di daerah dalam membuat 

keseimbangan dan keserasian atau memperkecil tingkat perbedaan laju 

pertumbuhan antar daerah, serta membuat padu seluruh kegiatan pembangunan di 

daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara 

keseluruhan (Sibero; 1985).Pembangunan ekonomi suatu daerah (region) erat 

kaitannya dengan karakteristik dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah 

serta adanya keterkaitan (linkage) kegiatan ekonomi antar daerah 

sekitarnya.Antara satu daerah dengan daerah lainnya pada umumnya memiliki 

karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. (Glasson: 1977). 

Pertumbuhan ekonomi menjadi penting artinya sebagai tolok ukur 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah atas penerapan desentralisasi 

fiskal, untuk mengetahui kemajuan suatu daerah dapat dilihat pada angka 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut.Pertumbuhan ekonomi juga sebagai 

cerminan atas peningkatan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia 

sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup.Pada 1 Januari 2001 zaman baru 

desentralisasi fiskal dan otonomi mulai efektif dilaksanakan di Indonesia.Dalam 

pelaksanaannya juga diliputi oleh penyempurnaan-penyempurnaan pada kedua 

UU yang sebelumnya telah ada.Pada Tahun 2004 UU no. 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah digantikan dengan UU tentang otonomi daerah yang baru, 
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yakni UU no. 32 tahun 2004 serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD) digantikan dengan 

UU no. 33 tahun 2004.Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal pemerintah 

daerah akan dapat melaksanakan dan membiayai sendiri pembangunan di 

daerahnya masing-masing agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang semakin baik 

kedepannya.Masing-masing daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan 

daerah dalam bidang ekonomi secara mandiri dari sisi perencanaan, pembangunan 

serta pembiayaan supaya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik dapat terwujud. 

Gagasan tentang desentralisasi secara prinsipil adalah suatu antithesis dari 

politik sentralistis.Desentralisasi memberikan gagasan mengenai kekuasaan 

politik sertakewenangan administrasi yang dibagi antara pemerintah pusat dan 

daerah, sebaliknya pada struktur politik sentralistis, pemerintah pusat untuk 

kekuasaan politiknya cenderung melakukan unifikasi (Hidayat, 2005).Selanjutnya, 

Kuncoro (2004) berpendapat bahwa desentralisasi mulai diperhatikan karena 

terdapat suatu bentuk kesadaran bahwa pembangunan merupakan hal yang 

kompleks serta dipenuhi dengan ketidakpastian dan susahdirencanakan dan 

dikendalikan dari pusat, selain dihubungkan dengan perencanaan terpusat yang 

tidak berhasil dan strategi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equality) 

yang populer. Karena hal tersebut para pelopor desentralisasi dengan penuh 

keyakinan beragumen dan mengajukan sederet panjang alasan mengenai 

desentralisasi yang penting dilaksanakan di negara dunia ketiga dalam 

administrasi dan perencanaan.Perhatian pada desentralisasi fiskal juga muncul 
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pada negara-negara OECD dan menjadi agenda utama yang tidak hanya terbatas 

pada berbagai negara berkembang sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi 

(Vazquez and McNab, 2001).Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal 

pertumbuhan ekonomi meningkat dan dalam sektor publik pendapatan dan 

efisiensi meningkat serta memotong defisit anggaran (Bahl, Linn, 1992; Bird, 

1993; dan Bird, Wallich, 1993). 

Penelitian mengenai desentralisasi fiskal pada hasil dan 

kesimpulannyaseringkali antara para peminat desentralisasi dan peneliti. Adanya 

perbedaan hasil penelitian desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan kemungkinan adanya faktor lain dalam hubunganpertumbuhan 

ekonomi dengan desentralisasi fiskal tersebut. Pada penelitian yang akan 

dilakukan ini, akan ditambahkan variabel akuntabilitas pelaporan keuangan 

sebagai variabel pemoderasi. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 

yang selanjutnyadibarengi oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang 

kemudian disempurnakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) mengharuskan pemerintah daerah dan pusat untuk 

membuat laporan keuangan yang nantinya diperiksa secara berkala oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut adalah langkah dalam menciptakan 

pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel. 

Mekanisme good publicgovernancejuga semestinya mendukung 

pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya dalam hal pemerintahan atau tata 

kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.Good governance dalam bidang 

pemerintahan penerapannya mempunyai beberapa tujuan 
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diantaranyameningkatkan kinerja publik, partisipasi, transparansi dan 

akuntabilitaspada pemerintahan (Kapucu, 2009). Terciptanya suatu pemerintah 

daerah yang akuntabel menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, 

sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam 

mengelola kekayaan daerah.Otonomi daerah dalam hal pelaksanaannya yang 

dibarengi olehperpindahan wewenang dan kekuasaan beberapa urusan pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah yang dalam pengelolaannya mewajibkanuntuk 

mereformasi tata kelola pemerintah untuk berbagai aspek termasuk di dalamnya 

pengelolaan keuangan daerah (Carnegie, 2005).Pemerintah daerah dalam 

pengelolaan dan pelaporan keuangannya dituntut agar akuntabilitasnya lebih 

ditingkatkan.Penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara mendapatkan hasil 

bahwa desentralisasi mempunyai suatu korelasi yang positif dengan kualitas 

pemerintahan (Mardiasmo, 2009).Bagi masyarakat, terwujudnya suatu pemerintah 

daerah yang akuntabel merupakan suatu harapan tersendiri, sehingga dapat 

tercipta suatu sistem pada pemerintah daerah dalam hal pertanggungjawabannya 

sebagai suatu entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas pemakaian 

kekayaan daerah.Menurut Mardiasmo (2009) pada sektor publik akuntabilitas 

memiliki pengertian bahwa pada pemerintah daerah dalam tata kelolanya terdapat 

suatu hubungan keagenan (teori keagenan) antara pemerintah sebagai 

agentdanmasyarakat sebagai principal. 

Teori keagenan dalam organisasi publik menurut Lane (2000) juga bisa 

diterapkan.Dari konsep teori keagenan inilah asimetri informasidapat terjadiantara 

pihak yang mempunyai akses langsung pada informasi yaitu pemerintah sebagai 
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agent dengan pihak masyarakat sebagai principal.Karena jika terjadi asimetri 

informasibisa menjadi penyebab adanya tindakan korupsi atau penyelewengan 

oleh pemerintah sebagai agent.Agar korupsi dapat terhindar di pemerintahan 

daerah, maka pemerintah daerah dalam pengelolaannya harus akuntabel serta 

diperlukan kehandalan sistem pengawasan.Dengan terwujudnya suatu pemerintah 

daerah yang akuntabel berarti masalahasimetri informasiyang terjadi semakin 

kecil, sehingga kesempatan penyelewengan atau korupsi yang dapat dilakukan 

oleh pihak pemerintah daerah sebagai agent semakin sedikit. 

Keuangan pemerintah daerah pada tingkat akuntabilitasnya yang dapat 

digambarkan oleh LKPD menjadi suatu keperluanyang penting untuk pelaksanaan 

otonomi daerah, sehingga agar tahu mengenai akuntabilitas laporan keuangan 

pemerintah daerah sangat penting bagi BPK RI untuk selalu melakukan audit atas 

LKPD (Heriningsih dan Marita, 2013). Laporan hasil audit oleh BPK RI dapat 

berupa opini auditor, diantaranya terdapat lima jenis pendapat auditor (BPK). 

Apabila opini auditor unqualified opinion danunqualified opinion with modified 

wording maka menunjukkan akuntabilitas suatu pemeritah daerah yang semakin 

baik dan pelaksanaan korupsi diharapkan dapatterkurangi. Sedangkan jika opini 

qualified opinion, adverse opinion, dan disclaimeropinion, maka kemungkinan 

masih terjadi salah saji yang bersifat material dimanahal tersebut bisa juga 

mengindikasikan terjadinya korupsi yang masih bias. Dari penjelasan tersebut di 

atas dapat diartikan bahwa jika desentralisasi fiskal yang didukung dengan 

pelaporan keuangan suatu daerah yang akuntabel maka aliran dana untuk 

pembangunan daerah tersebut sudah teralokasi dengan benar yang akan 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut, tetapi jika pelaporan 

keuangan daerah tersebut tidak akuntabel maka aliran dana untuk pembangunan 

daerah tersebut tidak teralokasi dengan benar yang akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut. 

Kajian Pustaka 

Teori utama penelitian ini menggunakan Teori Kontinjensi didukung 

dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, dan 

Akuntabilitas.Bilamendasarkannya dengan pendekatan kontinjensi maka ada 

dugaan bahwa kemungkinan terjadinya saling interaksi faktor situasional lainnya 

dalam pengaruhnya pada situasi tertentu. Teori kontijensi mempunyai hakikat 

bahwa tidak satupun terdapatcarayang paling baik yang dapat dipakai dalam 

semua situsi (keadaan) lingkungan. 

1. Teori Kontinjensi 

Pendekatan kontinjensi yang para peneliti pakai untuk penelitian seperti ini 

adalah dalam rangka memberikan masukan berbagai faktor yang seharusnya 

dipertimbangkan dalam merancangkan suatu penelitian.Govindarajan (1986) 

dalam Sukardi (2002) berpendapat bahwa agar berbagai perbedaan hasil penelitian 

dapat terselesaikan, hal tersebut bisa dilakukan dengan memakai pendekatan 

kontinjensi (contingency approach).Penelitian dalam akuntansi ada beberapa 

memakai pendekatan kontinjensi, pendekatan ini digunakan untuk melihat 

hubungan berbagai variabel konstektual seperti ketidakpastian lingkungan (Otley, 

1980).Pada akuntansi pendekatan kontinjensi didasarkan pada premis bahwa tidak 

ada secara universal untuk sistem akuntansi tepat selalu untuk bisa dilakukan pada 
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organisasi-organisasi untuk berbagai kondisi, tetapi  dipenaruhi  juga oleh 

berbagai faktor situasional yang terdapat di dalam suatu organisasi  (Hanu, 2006). 

Pada akuntansi pengadopsian teori kontinjensi timbul sebagai suatu kebutuhan 

pada hasil riset empiris untuk interpretasinya (Hanu, 2006).Menurut Teori 

Kontijensi sebuah organisasi dalam beroperasi memiliki tujuan akhir ialah 

supayadapat bertahan (survive) dan dapat tumbuh (growth) atau boleh juga 

disebut keberlangsungan (viability).Adapun penekanan yang diberi oleh teori 

kontijensi adalah pada perlunya memfokuskan pada perubahan dengan asumsi 

tidak terdapat satupun hukum atau aturan yang memberi solusi paling baikpada 

setiap tempat, waktu, semua orang ataupun pada semua situasi. 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pada terjadinya kenaikan 

produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil (Cahyono dan Darwanto, 

2002). Jadi perekonomian bias dibilang tumbuh atau berkembang bila 

pertumbuhan output produksi riil dapat terjadi.  Pertumbuhan ekonomi, adalah 

salah satu indikator penting yang bias dipakai dalam menilai pembangunan suatu 

daerah dalam peningkatan kemajuannya. Teori ekonomi klasik bahkan 

mengisyaratkan bahwa indikator ini adalah indikator yang terpenting dalam 

menilai tingkat kesuksesan pembangunan pada suatu daerah.Masing-masing 

daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang masing-masing 

berbeda.Perencanaan pembangunan ekonomi pada suatu daerah dapat dimulai dari 

perlunyakenal dengansosial, fisik, dan karakter ekonomiuntuk daerah itu sendiri, 

termasuk dalam interaksi dengan daerah yang lain sehingga tidak terdapat strategi 
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pembangunan ekonomi daerah yang bisa berlaku pada semua daerah. 

pembangunan ekonomi daerah dalam penyusunan strateginya, baik itu jangka 

pendek ataupun jangka panjang, pemahaman tentag teori pertumbuhan ekonomi 

wilayah, yang dirangkum dari kajian pada berbagai pola pertumbuhan ekonomi 

dari wilayah-wilayah, adalah satu faktor yang cukup dalam menentukan kualitas 

pembangunan ekonomi daerah dalam perencanaannya (Cahyono dan Darwanto, 

2002). 

3. Desentralisasi Fiskal 

Ternyata terminologi desentralisasi tidak hanya mempunyai satu 

makna.Desentralisasibisa diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, hal ini tergantung 

dari konteks pemakaiannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan 

desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan pemerintah antara kelompokyang 

memegang kekuasaan di pusat dengan berbagai kelompokyang lainnya, dimana 

kelompok masing-masingnya tersebut mempunyai otoritas dalam mengatur 

berbagai bidang tertentu dalam lingkup territorial suatu negara. Sedangkan 

Mawhood (1987) dengan tegas berpendapat bahwa desentralisasi ialah kekuasaan 

yang diserahkanoleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Sementara itu, 

definisi desentralisasi yang dirumuskan oleh Smith juga mengatakan sebagai 

kekuasaan yang diserahkan dari level (organisasi) yang lebih atas ke tingkatan 

yang lebih rendah, dalam suatu hierarki teritorial, yang bisa saja berlaku untuk 

organisasi pemerintah di dalam suatu negara, maupun pada berbagai organisasi 

besar yang lain (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005). 
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Kebijakan desentralisasi secara garis besarnya dapat dibedakan atas 3 jenis 

(Litvack, 1999), antara lain: 

1) Desentralisasi politik adalah kewenangan yang lebih besar dilimpahkan 

kepada daerah yang menyangkut aspek-aspek dalam mengambil suatu 

keputusan, termasuk pada berbagai peraturan dan penetapan standar. 

2) Desentralisasi administrasi adalahkewenangan yang dilimpahkan, 

tanggung jawab, dan sumber daya antar tingkat-tingkat pemerintahan. 

3) Desentralisasi fiskal adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah 

dalam menggali berbagai sumber pendapatan, hak untuk menerima 

transfer yang lebih tinggi dari pemerintahan, dan menentukan investasi 

maupun belanja rutin. 

Ketiga macam desentralisasi ini mempunyaihubungan yang saling terkait antara 

yang satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat dalam mewujudkan 

tujuan pelaksanaan desentralisasi, yaitu untuk kesejahteraan rakyat agar dapat 

terwujud. 

Desentralisasi politik menurut Mardiasmo (2009) adalah ujung tombak pada 

terciptanyademokratisasi dan partisipasi rakyat yang semakin meningkat dalam 

tatanan pemerintahan.Sementara itu, desentralisasi administrasi adalahalatdalam 

melaksanakan suatu pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal 

mempunyai fungsi untuk menciptakan pelaksanaan desentralisasi administratif 

dan politikdengan memberikan kewenangan pada bidang keuangan. 

Desentralisasi fiskal secara konseptual bias juga dijelaskan sebagai suatu 

mekanismepenyaluran anggaran dari level pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

pemerintahan yang lebih rendah dalam rangka mendukung pelimpahan tugas atau 

fungsi pemerintahan (Khusaini, 2006). Konsep desentralisasi fiskal dalam 

pelaksanaannya, selama ini dikenal sebagai money follow functionyang memberi 
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syarat bahwa tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah 

(expenditure assignment) akandiikuti oleh kewenangan yang dibagikan kepada 

daerah dalam hal pendanaan/penerimaan (revenue assignment). Dengan kata lain, 

wewenang pemerintah yang diserahkan dan dilimpahkan serta merta membawa 

konsekuensi anggaran yang diperlukan agar kewenangan tersebut dapat 

terlaksana. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah 

perlu diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan untuk pengeluaran yang menjadi 

tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari berbagai sumber penerimaan yang ada 

(Rahmawati, 2008). Proses tersebutbias dilaksanakan melalui mekanisme dana 

perimbangan, yaitu penerimaan antar tingkatan pemerintahan yang dibagi agar 

bisamembuatberbagai fungsi pemerintahan dapat berjalan dalam kerangka 

desentralisasi. 

4. Akuntabilitas 

Akuntabilitas muncul dikarenakan adanya amanah kekuasaan yang 

diberikan pada orang atau pihak tertentu dalam melaksanakan tugasnya 

untukpencapaian suatu tujuan tertentu dengan memakaialat pendukung yang 

ada.Dari penjelasan tersebut tersirat bahwa pihak penerima amanah mesti 

memberikan informasi tentang implementasi dari amanah tersebut yang telah 

dipercayakan padanya dengan pengungkapan segala sesuatu yang dilihat, 

dirasakan, dan dilaksanakan baik itu yang mencerminkan kegagalan maupun 

kesuksesan. Dapat juga dikatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban 

dalampenyajian dan pelaporan segala kegiatan serta tindak tanduk yang 

dilaksanakan yang sesuai dengan mandat/amanah yang diembankanuntuk pihak 
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pada level yang lebih tinggi/atasannya. Hal yang dipertanggungjawabkan ialah 

kinerja (kegagalan dan kesuksesan) yang dicapai oleh organisasi (Mansfield, 1982 

and Kearns, 1996). 

Hasil Penelitian Sebelumnya dan Hipotesis 

Desentralisasi fiskal adalah kesempatan untuk pemerintah daerah dalam 

membiayai sendiri serta melaksanakan kemajuan pembangunan untuk daerahnya 

masing-masing dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dari 

waktu ke waktu.Oates (1972) dalam Wibowo (2008) memberi penegasan bahwa 

peningkatan dari kemajuan ekonomi adalahoutcome dari sesuainya preferensi 

pemerintah daerah dengan masyarakatnya yang terwujud karena semakin 

pentingnya peran dari pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 

daerah.Besar kemungkinan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 

semakin meningkat dalam hal ini disebabkan karenaadanya desentralisasi fiskal 

yang membuat suatupeluang pada pemerintah daerah untuk mendapatkan 

pendanaan yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri.Liu (2007) menemukan 

kualitas dalam pelayanan publik meningkat karena desentralisasi fiskal selain itu, 

public goodsyang disediakan dimana spesifikasinya sesuai dengankebutuhan 

masyarakat juga dihasilkan oleh desentralisasi fiskal.Fiskal yang didelegasikan 

kepada pemerintah yang keberadaannya di level  bawah secara teori, diramalkan 

dapat memberi peningkatan pada ekonomi, dengan mengingat pemerintah daerah 

memilikihubungan yang dekat dengan masyarakat pada daerahnya 

tersebutsertamempunyai suatu informasi yang lebih unggul dibandingkan dengan 

pemerintah pusat mengenai daerahnya masing-masing, sehingga pelayanan publik 
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yang memang betul dibutuhkan dapat diberikan. Semakin tinggi nilai derajat 

desentralisasi pada suatu negara, maka orientasi pemerintah, pembangunan sosial, 

manajemen ekonomi (makro), dan partisipasi masyarakatnya akan semakin baik 

(Mardiasmo, 2009).  

Desentralisasi fiskal menurut Elmi (2005) adalah kewenangan yang 

dilimpahkan sebelumnya pada bidang penerimaan keuangan yang terpusat baik itu 

secara pemanfaatan ataupun administrasinya. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal 

salah satunya adalah mekanisme transfer dana dari APBN agar ketahanan fiskal 

yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dapat terwujud serta dapat memberi 

stimulus pada aktifitas masyarakat dalam perekonomiannya. Dengan penerapan 

kebijakan desentralisasi fiskal pada nantinya besar harapan kemampuan keuangan 

antar daerah yang merata dapat tercipta yang sesuai pada besarnya penyerahan 

kewenangan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom.Dengan 

mendasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat diajukan hipotesis: 

H1: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi 

Penelitian-penelitiandalam menguji pengaruh desentralisasi fiskal pada 

pertumbuhan ekonomi yang pernah dilakukan, mendapatkan hasil kesimpulan 

yang berbeda-beda.Untuk penelitian yang dilakukan oleh Davoodi and Zou 

(1998), Zhang and Zou (1998), dan Xie, Zou, and Davoodi (1999)mendapatkan 

bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan 

ekonomi.Di lain pihak untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Akai and Sakata 

(2007), Desai, Freinkman, and Goldbrg(2003), dan Thiessen (2003) mendapatkan 

hasil bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif pada pertumbuhan 
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ekonomi.Di lain pihak hasil penelitian Baskaran and Feld (2009) dan Woller and 

Phillips (1998), gagal dalam memperoleh pengaruh desentralisasi fiskal pada 

pertumbuhan ekonomi.Adapun untuk penelitian-penelitian yang dilaksanakan di 

Indonesia dalam hal mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan 

ekonomi, berbeda-beda pula untuk hasil kesimpulannya.Penelitian Swasono 

(2007) mendapatkan hasildimana desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh 

negatif pada pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak penelitiannya Wibowo (2008) 

mendapatkan hasildimana desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif pada 

pertumbuhan ekonomi. Breuss and Eller (2004) membuat pernyataan bahwa pada 

antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomidalam hubungannya 

terdapat efek embivalen, sehingga dalammenyimpulkan rekomendasi yang jelas 

tentang optimalnya desentralisasi sulit untuk dilakukan. 

Faktor akuntabilitas pelaporan keuangan diduga memperkuat dan 

memperlemah pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi.Bila 

dikaitkan dengan birokrasi, akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pada 

pemberian otoritas pada pimpinandalampelaksanaan kebijakan. Akuntabilitas 

adalah kewajiban dalammenerangkantentangpenerapan dari otoritas itu 

danmenitikberatkan pada efektivitas serta efisiensi menggunakandana, sumber 

daya manusia, harta kekayaan, dan berbagai sumber daya lainnya. Selain itu, 

akuntabilitas juga menitikberatkan pada peranan manajer atau pengawas.Pada 

dasarnya akuntabilitas memberikan suatu perhatian pada tercapainya hasil 

organisasi.(Salleh dan Iqbal, 1995). 
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Akuntabilitas dalam pemahamannyaakan menimbulkan kesadaran bahwa 

implementasi akuntabilitas dapat memberi kemampuan yang lebih besar untuk 

lebih kompetitif bagi organisasi kedepannya dengan pencapaian kinerja secara 

optimal (Epstein and Birchard, 1999). Mohammad, Rasul, dan Umar (2004) 

menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan elemen penting dalam good 

governance. P a d a  d a s a r n y a  p e m e r i n t a h  d a e r a h  

d i b e r i k a n  o t o n o m i  a g a r  e f i s i e n s i ,  

e f e k t i f i t a s ,  d a n  a k u n t a b i l i t a s  p e m e r i n t a h  

d a e r a h  d a p a t  d i t i n g k a t k a n  u n t u k  

t e r c a p a i n y a  good governance. ( M a r d i a s m o ,  

2 0 0 9 ) . Dengan mendasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat 

diajukan hipotesis: 

H2: Akuntabilitas pelaporan keuangan memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal 

pada pertumbuhan ekonomi 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan Provinsi Bali pada seluruh kabupaten dan 

kotanya, yang berjumlah 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Badung,  

Desentralisasi 

Fiskal 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Akuntabilitas 

Pelaporan Keuangan 
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Gianyar, Tabanan, Buleleng, Klungkung, Bangli, Karangasem, Jembrana dan 

Kota Madya Denpasar pada kurun waktu 2007-2013.Penelitian dilaksanakan pada 

Tahun 2015. 

 

Sumber Data 

Untuk mendukung penelitian ini menurut sumbernya data yang dipakai 

adalah data sekunder, antara lain: Data APBD kabupaten/kota se-Bali yang 

diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, data PDRB atas 

dasar harga konstan yang didapat dari (BPS) Provinsi Bali, dan opini yang 

diberikan BPK RI untuk kabupaten/kota se-Bali yang diperoleh pada Pusat 

Informasi dan Komunikasi BPK RI. 

Populasi dan Sampel 

Penelitian ini memakai populasi seluruh APBD beserta opini yang 

dikeluarkan BPK pada LKPD kabupaten/kota se-Bali yang berjumlah 9 

(sembilan) kabupaten/kota untuk kurun waktu 2007-2012 dan PDRB 

kabupaten/kota se-Bali yang berjumlah 9 (sembilan) kabupaten/kota untuk kurun 

waktu 2008-2013, jadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) 

kabupaten/kota dikalikan dengan 6 (enam) tahun amatan yang berjumlah 54 

amatan. Metode pengambilan sampel yang dipakai merupakan sampel jenuh 

(sensus) dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel. 

Teknik Analisis Data 
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Teknik analisis data yang dipakai ialah metode statistik analisis regresi 

moderasi.Sebelum data dianalisis,awalnya dilakukan dulu uji asumsi klasik yang 

terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, serta uji autokolinearitas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Berdasarkan Tabel 1 variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan 

rasio pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan. Nilai rata-rata (mean) variabel pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah 0,0589 menunjukkan bahwa pada periode 

tahun 2008 sampai dengan 2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota 

di Provinsi Bali sebesar 0,0589 dengan standar deviasi 0,0070 yang nilai rata-

ratanya jauh lebih besar, hal tersebut berarti rentangan datanya rendah dan 

cenderung homogen. Pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 0,0402 yaitu 

Kabupaten Bangli dan yang tertinggi terjadi pada Kabupaten Badung dengan nilai 

sebesar 0,0730.Nilai tersebut memberikan gambaran peningkatan kegiatan 

ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Semakin 

tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengindikasikan semakin baik tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya. 

 

Tabel 1. 

Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Min Mak Rata-Rata SD 

desentralisasi fiskal 54  0,0616 0,5971 0,4010 0,0810 

akuntabilitas pelaporan keuangan 54 0 1 0,06 0,231 
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moderasi 54 0,0000 0,5554 0,0290 0,1208 

pertumbuhan ekonomi 54 0,0402 0,0730 0,0589 0,0070 

Sumber: Hasil data diolah, 2015 

 

Variabel Desentralisasi fiskal yang terendah adalah Kabupaten Bangli 

sebesar 0,0616 dan tertinggi sebesar 0,5971 pada Kabupaten Badung, dengan rata-

rata yang bernilai 0,4010. SD sebesar 0,0810dimana bernilai jauh lebih kecil dari 

nilai rata-rata yang berarti rentangan datanya rendah dan cenderung homogen. 

Desentralisasi fiskal merupakan upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan 

wewenang yang dimiliki untuk mengintensifkan pemberdayaan daerah.Jika 

desentralisasi fiskal nilainya semakin besar, maka kontribusi pemerintah daerah 

tersebut pada pembangunan di daerahnya semakin besar. 

Variabel akuntabilitas pelaporan keuangan yang diukur dengan opini audit 

yang dikeluarkan oleh BPK setiap tahunnya untuk LKPD masing-masing 

kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan nilai rata-rata 0,06, nilai rata-rata 

ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya kabupaten/kota di Provinsi Bali 

yang mendapatkan opini WTP/unqualified opinion yang dilihat dari data hanya 3 

amatan atau 5,56 persen yang mendapatkan opini WTP/unqualified opinion dari 

54 amatan hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan 

kabupaten/kota di Provinsi Bali masih tergolong rendah. Standar deviasi 0,231 

yang melebihi rata-rata 0,06 yang berarti rentangan datanya tinggi atau tidak 

seimbang.  

Variabel interaksi desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan 

keuangan mempunyai nilai rata-rata 0,0290. Standar deviasi variabel interaksi 

desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan keuangan sebesar 0,1208. 
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Nilai standar deviasi tersebut mempunyai arti jika nilainya lebih besar dari rata-

rata berarti rentangan datanya tinggi atau tidak seimbang. 

Hasil Uji Analisis Statistik 

Model analisis regresi yang dipakai yaituModerate Regression Analysis 

(MRA) dengan memakai bantuan program SPSS, hasilnya seperti ditunjukkan 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. 

Analisis Regresi Moderasi 

 

Model Beta t Sig. 

(constant) 0,04 9,43 0,00 

desentralisasi fiskal 0,04 3,81 0,00 

akuntabilitas pelaporan keuangan 0,02 0,32 0,75 

moderasi -0,02 -0,25 0,81 

Sumber: Hasil data diolah, 2015 

 

Berdasarkan Tabel2, maka dapat diinterpretasikan: 

1) Konstanta sebesar 0,04 berarti bahwa apabila variabel desentralisasi 

fiskal,  akuntabilitas pelaporan keuangan, dan interaksi antara 

desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan keuangan konstan, 

maka pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 0,04. Apabila variabel 

desentralisasi fiskal, akuntabilitas pelaporan keuangan, dan interaksi 

antara desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan keuangan 

bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat sebesar 

nilai konstanta. 

2) Koefisien desentralisasi fiskal sebesar 0,04  berarti bahwa apabila variabel 

desentralisasi fiskal terjadi peningkatan sebesar satu satuan (dengan 
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asumsi variabel lain konstan), maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi 

peningkatan sebesar 0,04. 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis memperlihatkan nilai (Sig. t) 0,00lebih kecil dari Los 

0,05 (α=5%) dan mempunyai tanda positif pada beta artinya variabel pertumbuhan 

ekonomi dipengaruhi secara positif oleh variabel desentralisasi fiskal, sehingga 

hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi variabel 

desentralisasi fiskal sudah dapat memberi dampak positif pada variabel 

pertumbuhan ekonomi daerah khususnya untuk kabupaten/kota di Provinsi 

Bali.Pengujian hipotesis interaksi akuntabilitas pelaporan keuangan pada 

pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi pada Tabel 5.2 

diperoleh nilai (Sig. t)  0,81 lebih besar darilevel of significance (Los) 0,05 

(α=5%), dan hipotesis ditolak.Hal tersebut berarti akuntabilitas pelaporan 

keuangan tidak memoderasi pengaruh variabel desentralisasi fiskal pada variabel 

pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada khususnya. 

Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit ) 

Uji kelayakan model dilakukan untuk memperlihatkan semua variabel 

apakah digunakan dalam model berpengaruh secara simultanpada variabel 

pertumbuhan ekonomi atau model layak digunakan.Hasil uji F dengan tingkat 

signifikansi 0,05 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 memperlihatkan nilai 

Ftest sebesar 6,998 dengan nilai signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05. Hal 

tersebut memberi penjelasan bahwa untuk variabel akuntabilitas pelaporan 

keuangan, desentralisasi fiskal, dan interaksi desentralisasi fiskal dengan 
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akntabilitas pelaporan keuangan secara simultan berpengaruh pada variabel 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Tabel 3. 

Hasil Uji Kelayakan Model 

ANOVA(b) 

Model 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 0,001 3 0,000 6,998 0,001 

Residual 0,002 50 0,000     

Total 0,003 53       

Sumber : Hasil data diolah, 2015 

 

Uji Koefesien Determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya dipakai dalam mengukur model dalam 

kemampuannya untuk menjelaskansemua variabel terikat.Jika nilai    mendekati 

satu (1) menunjukan kemampuan seluruh variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang diperlukandalam memprediksi semua variabel 

terikat.Dengan mendasarkan pada hasil uji regresi dapat diketahui bahwa nilai 

adjusted R square sebesar 0,253 (Tabel 4), sehingga dapat dijelaskan bahwa 

variabel desentralisasi fiskal, akuntabilitas pelaporan keuangan, dan interaksi 

desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas pelaporan keuangan berpengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi sebesar 25,3 persen. Sisanya sebesar 74,7 persen variabel 

pertumbuhan ekonomi ada faktor lain yang mempengaruhinya yang tidak diteliti 

oleh peneliti. 

 

Tabel 4. 

Hasil Uji Koefesien Determinasi 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,544 0,296 0,253 0,0060298 

Sumber : Hasil data diolah, 2015 

 

Pembahasan Hasil 

Dengan mendasarkan pada uji hipotesis yang telah dilaksanakan, diperoleh 

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh variabel 

desentralisasi fiskal.Variabel akuntabilitas pelaporan keuangan yang digunakan 

sebagai pemoderasi menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pelaporan 

keuangan memoderasi pengaruh variabel desentralisasi fiskal pada variabel 

pertumbuhan ekonomi.Pada dasarnya desentralisasi fiskal adalah 

kewenanganyang dilimpahkan untuk daerah dalam membuat kebijakan terkait 

pemberian pelayanan, meningkatkan partisipasi, serta pemberdayaan dan prakarsa 

masyarakat. Penyelenggaraan desentralisasi fiskal daerah secara umum periode 

tahun 2007 sampai dengan 2012 sudah memberikan dampak signifikan dalam 

peningkatan perekonomian.Hal ini menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan 

keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam bidang keuangan untuk mengelola 

potensi-potensi ekonomi yang dimiliki secara optimal sehingga dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. 

Menurut Elmi (2005) desentralisasi fiskal adalah kewenangan yang 

dilimpahkan pada bidang penerimaan keuangan yang sebelumnya terpusat baik 

secara pemanfaatan ataupun administrasinya. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal 

salah satunya merupakan mekanisme transfer dana dari APBN agar ketahanan 
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fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dapat terwujud serta dapat 

memberi stimulus pada masyarakat dalam aktifitas perekonomiannya. Besarnya 

suatu pendapatan daerah dapat memberikan ruang yang cukup untuk pemerintah 

dalam membiayai kebutuhan masyarakatnya.Desentralisasi fiskal merupakan 

salah satu alat yang dipakai pemerintah dalam pembangunan untuk 

pengelolaannya dalam hal mendorong daerah maupun nasional dalam 

perekonomiannya.Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik 

diharapkan dapat mewujudkan berbagai kemudahan di dalam melaksanakan 

pembangunan daerah, sehingga tujuan akhirnya adalah kesejahteraan 

masyarakat.Oates (1972) dalam Wibowo (2008) memberikan penegasan bahwa 

ekonomi dalam peningkatan kemajuannya adalah outcome dari preferensi 

masyarakat yang sesuai dengan pemerintahan di daerah yang terwujud karena 

pemerintah daerah dalam perannya pada otonomi di daerah yang semakin 

penting.Desain desentralisasi fiskal menyebabkan esensi otonomi pengelolaan 

fiskal daerah menitikberatkannya pada diskresi (kebebasan) dalam 

membelanjakan dananya yang sesuai prioritas dan keperluan masing-masing 

daerah.Sebagian besar untuk tetap pemerintah pusat yang menguasaipenerimaan 

negara yang bertujuan untuk menjagabangsa dan negara dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh.Penelitian ini mendapatkan hasil 

yang sejalan dengan penelitian Iimi Atsushi (2005) bahwa pada tahun 1990-an 

akhir, desentralisasi fiskal adalah suatu instrumen dari pertumbuhan ekonomi, 

sehingga pada pertumbuhan ekonomi perkapita desentralisasi fiskal mempunyai 

dampak yang positif.Penelitian ini juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan 
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penelitian Fadjar dan Sembiring (2007) yang menyatakan bahwa dalam 

hubungannya pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia desentralisasi fiskal dan 

faktor endowmentmempunyai pengaruh positifdan signifikan. 

Variabel akuntabilitas pelaporan keuangan tidak mampu secara signifikan 

memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi, justifikasi 

yang dapat diberikan adalahBPK dalam proses auditnyamempunyai fungsi untuk 

memberi kepastian tidak terdapatkewenangan yang disalahgunakan dalam 

pengelolaan serta pelaporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan BPK berpedoman 

pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).Tujuan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan pada keuangan adalah memberikan 

keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa penyajian laporan 

keuangan sudah secara wajar dilakukan dalam segala hal yang material sesuai 

dengan prinsip akuntansi pemerintah (SAP) (Fontanella dan Rossieta, 

2014).Temuan BPK RI merupakan temuan yang ditemukan pada saat audit 

LKPD, temuan ini tidak memperhatikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai 

dengan sasaran yang ingin dicapai tetapi hanya memperhatikan ketidaksesuaian 

kegiatan tersebut dengan peraturan perundang-undangan termasuk di 

dalamnyapengungkapan pada administrasi yang menyimpang, perikatan perdata 

yang dilanggar, ataupunberbagai hal yang menyimpang yang di dalamnya 

terkandung unsur pidana (BPK, 2011). Selain itu, penelitian yang mempunyai 

tahun amatan 2007 sampai dengan tahun 2012 untuk variabel akuntabilitas 

pelaporan keuangan pada opini yang dikeluarkan BPK setiap tahunnya untuk 9 

kabupaten/kota di Provinsi Bali terdapat masih banyaknya daerah yang 
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mendapatkan opini selain WTP yaitu dari 54 amatan hanya 3 amatan yang 

mendapatkan opini WTP atau hanya sebanyak 5,56 persen sisanya kebanyakan 

daerah masih mendapatkan opini non WTP yang didominasi oleh opini WDP 

yaitu opini Wajar Dengan Pengecualian yang berarti bahwa penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan telah dilakukan secara wajar dalam segala hal 

yang material, namun terdapat hal-hal tertentu yang dikecualikan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dengan mendasarkan pada hasil serta pembahasan di atas, maka dapat 

ditarik simpulan, antara lain: 

1) Hasil analisis desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi pada 

pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, yang dilakukan dengan 

menggunakan model analisis regresi menunjukkan bahwa desentralisasi 

fiskal berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, berarti upaya meningkatkan 

peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan di daerahnya melalui 

peningkatan Pendapan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan total 

pengeluaran daerah bagi pembangunan di daerahnya sudah berjalan secara 

efektif dalam memberi suatu stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. 

2) Hasil analisis desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi dengan 

akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai pemoderasi pada Provinsi Bali 

untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, yang dilakukan dengan 

menggunakan model analisis regresi menunjukkan bahwa akuntabilitas 

pelaporan keuangan yang diproksikan dari opini yang diberikan BPK untuk 
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LKPD setiap tahunnya tidak memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal 

pada pertumbuhan ekonomi. 

Saran yang perlu disampaikan dari penelitian ini untuk hasilnya tersebut, 

adalah antara lain: 

1) Pemerintah Daerah dalam upayanya agar pertumbuhan ekonomi di 

daerahnya semakin meningkat, maka dalam konteks desentralisasi fiskal 

seharusnyaagar lebih ditingkatkan secara optimal serta memberikan 

kewenangan dalam pengaturan belanjanya agar sesuai dengan aspirasi 

masyarakat yang lebih luas yang diseimbangkan dengan memberikan suatu 

kewenangan kepada pemerintah daerah melalui upaya-upaya optimalisasi 

pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah tersebut.  

2) Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menambahkan instrumen kuesioner, pengamatan langsung ke pemerintah 

daerah atau wawancara denganpihak-pihak terkait untuk hasil yang lebih 

akurat, dan menambah waktu/periode serta luas wilayah penelitian. 
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